






A. Penelitian Terdahulu 
Dengan adanya penelitian terdahulu menjadi landasan bagi peneliti dalam 
melakukan penelitian ini. Yang sebagaimana hasil dari penelitian terdahulu 
adalah sebagai berikut:  
Pada penelitian Satrio Tristiadi (2017), tentang “Pengaruh Tambahan 
Penghasilan Pegawai (TPP) Terhadap Kinerja Pegawai Pada Bagian 
Pembangunan Sekertaris Daerah Kabupaten Berau. Hasil penelitian ini 
menunjukkan Tambahan Penghasilan Pegawai berpengaruh positif dan 
signiifikan terhadap Kinerja Pegawai di Bagian Pembangunan Sekretariat 
Daerah Kabupaten Berau. Hal ini menunjukkan bahwa Tambahan Penghasilan 
Pegawai (TPP) meningkat maka Kinerja Pegawai akan naik dan sebaliknya bila 
Tambahan Penghasilan pegawai (TPP) turun maka Kinerja Pegawai akan Turun 
(Tristiadi, 2017). 
Pada penelitian CA. Satria Yudha (2013), tentang “Pengaruh Motivasi 
Kerja dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan Daerah 
Air Minum (PDAM) Kota Malang”. Dimana dengan adanya dukungan dari 
motivasi kerja dan kemampuan kerja, maka kinerja karyawan dapat meningkat 
lebih baik. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan tetap PDAM Kota 
Malang, dengan jumlah sampel 80 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
secara simultan variabel bebas yang terdiri dari motivasi kerja dan kemampuan 
kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu kinerja karyawan. 
Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial 
motivasi kerja (X1), dan kemampuan kerja (X2) mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja karyawan (Y)(Yudha, 2013). 
Pada penelitian Meriana Madjid (2016), tentang “Pengaruh Tambahan 
Penghasilan Pegawai (TPP) dan kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai 
Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 
Kabupaten Morowali”. Hasil penelitian ini berdasarkan analisis hasil uji regresi 





secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di 
Bappeda Kabupaten Morowali jika tambahan penghasilan pegawai dan 
kemampuan kerja terus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya maka akan 
berujung pada peningkatan kinerja pegawai (Madjid, 2016).  
B. Kinerja Pegawai  
Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai 
dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Menurut 
Mangkunegara (2011: 67), kinerja adalah hasil kerja secara kualitas, kuantitas 
yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
tanggung jawab yang diberikan dan diselesaikan dalam kurun waktu terentu. 
Kinerja atau prestasi kerja (performance) diartikan sebagai ungkapan 
kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, ketrampilan dan motivasi 
dalam menghasilkan sesuatu. Menurut Moeheriono (2010:61), mendefinisikan 
“Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok 
orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif, sesuai dengan kewenangan 
dan tugas serta tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan 
organisasi”.  
Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 
adalah hasil dan perilaku kerja yang dihasilkan oleh seorang karyawan sesuai 
dengan perannya dalam perusahaan atau insstansi pada suatu periode tertentu.  
Menurut Karl Marx, proses kerja mengacu pada proses di mana kerja 
diwujudkan atau diobyektifkan dalam nilai guna. Kerja di sini adalah interaksi 
antara orang yang bekerja dan alam sedemikian rupa sehingga elemen-elemen 
yang terakhir secara sadar diubah dengan cara yang bertujuan. Karenanya, 
unsur-unsur proses kerja ada tiga rangkap: pertama, pekerjaan itu sendiri, suatu 
kegiatan produktif yang bertujuan; kedua objek tempat pekerjaan itu dilakukan; 
dan ketiga, instrumen yang memfasilitasi proses kerja (Bottomore Tom, 1991). 
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai   
Menurut Simanjuntak (2005) dalam Suparno Eko Widodo (2015:133) 





a. Kualitas dan kemampuan pegawai. Yaitu hal – hal yang berhubungan 
dengan   pendidikan/pelatihan, etos kerja, motivasi kerja, sikap mental dan 
kondisi fisik pegawai. 
b. Sarana pendukung, yaitu hal yang berhubungan dengan lingkungan kerja 
(keselamatan kerja, kesehatan kerja, sarana produksi, teknologi) dan hal – 
hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai (upah/gaji, 
insentif/kompensasi, jaminan sosial, keamanan kerja) 
c. Supra sarana, yaitu hal – hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan 
pemerintah dan hubungan industrial manajemen. 
Menurut Sedarmayanti (2007) dalam Suparno Eko Widodo (2015: 
133), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain:  Sikap dan mental 
(motivasi kerja, disiplin kerja dan etika kerja), Pendidikan, Keterampilan, 
Manajemen Kepemimpinan, Tingkat penghasilan, Gaji dan kesehatan, 
Jaminan sosial, Iklim kerja, Sarana prasarana, Teknologi, dan Kesempatan 
berprestasi. 
Menurut Mathis dan Jackson (2002) dalam Suparno Eko Widodo 
(2015:133) dalam pembahasan mengenai permasalahan kinerja karyawan 
maka tidak terlepas dari berbagai macam faktor yang menyertai diantaranya: 
a. Faktor kemampuan (ability)  
Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari 
kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge dan skill) 
artinya pegawai yang memiliki IQ di atas rata – rata (110 -120) dengan 
pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam 
mengerjakan pekerjaan sehari – hari, maka akan lebih mudah mencapai 
kinerja diharapkan. Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada 
pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. 
b. Faktor Motivasi  
Motivasi terbentuk sikap (attitude) seorang pegawai dalam 
menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 







2. Dimensi Kinerja 
Menurut Wibowo (2007), terdapat tujuh dimensi kinerja, dua di 
antaranya mempunyai peran sangat penting, yaitu tujuan dan motif. Kinerja 
ditentukan oleh tujuan organisasi yang hendak dicapai dan untuk 
melakukannya diperlukan adanya motif. Tanpa dorongan motif untuk 
mencapai tujuan, kinerja tidak akan berjalan. Namun, kinerja memerlukan 
adanya dukungan sarana, kompetensi, peluang, standar dan umpan balik. 
Berikut ini adalah penjelasan mengenai tujuh dimensi kinerja tersebut 
(Wibowo, 2007): 
a. Tujuan (Goal) 
Tujuan merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari 
oleh seorang individu atau organisasi untuk dicapai. Pengertian tersebut 
mengandung makna bahwa tujuan bukanlah persyaratan, juga bukan 
merupakan sebuah keinginan. Tujuan merupakan suatu keadaan yang lebih 
baik yang ingin dicapai oleh organisasi di masa yang akan datang. Dengan 
demikian tujuan menunjukkan arah kemana kinerja harus dilakukan. 
b. Standar (Standart) 
Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan 
dapat dicapai. Tanpa standar, tidak akan dapat diketahui kapan suatu 
tujuan tercapai. Standar menjawab pertanyaan tentang kapan sukses atau 
gagal. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai 
standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan 
bawahan. 
c. Umpan Balik (Feedback)  
Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk 
mengukur kemajuan kinerja, standar kerja dan pencapaian tujuan. Umpan 
balik dilakukan sebagai evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya 
dapat dilakukan perbaikan kinerja. 
d. Alat atau Sarana (Mean) 
Alat atau sarana merupakan sumberdaya yang dapat dipergunakan 
untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat dan sarana 





alat dan sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan 
tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya. 
e. Kompetensi (Competence)  
Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang 
untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. 
Orang harus melakukan lebih dari sekedar belajar tentang sesuatu, orang 
harus dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Kompetensi 
memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan 
pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 
f. Motif (Motive)  
Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk 
melakukan sesuatu. Manajer memfasilitasi motivasi kepada karyawan 
dengan insentif berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkan tujuan 
menantang, menetapkan standar terjangkau, meminta umpan balik, 
memberikan kebebasan melakukan pekerjaan termasuk waktu melakukan 
pekerjaan, menyediakan sumber daya yang diperlukan dan menghapuskan 
tindakan yang mengakibatkan disintensif. 
g. Peluang (Opportunity)  
Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi 
kerjanya. Terdapat dua faktor yang menyumbangkan pada adanya 
kekurangan kesempatan untuk berprestasi yaitu ketersediaan waktu dan 
kemampuan untuk memenuhi syarat. Tugas mendapatkan prioritas lebih 
tinggi, mendapat perhatian lebih banyak, dan mengambil waktu yang 
tersedia. Jika pekerja dihindari karena supervisor tidak percaya terhadap 
kualitas atau kepuasan konsumen, mereka secara efektif akan dihambat 
dari kemampuan memenuhi syarat untuk berprestasi. 
3. Pengukuran Kinerja Pegawai   
Kinerja adalah hasil-hasil fungsi pekerjaan seseorang atau kelompok 
dalam suatu organisasi pada periode waktu tertentu yang merefleksikan 
seberapa baik seseorang atau kelompok tersebut memenuhi persyaratan 





dengan indicator menurut teori Mathis dan Jackson (2011:378) sebagai 
berikut:  
a. Kualitas, yaitu diukur dari pandangan pegawai terhadap kualitas pekerjaan 
yang telah dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan 
maupun keterampilan pegawai.   
b. Kuantitas, yaitu jumlah atau target yang dihasilkan dinyatakan dalam 
istilah unit jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.  
c. Ketepatan waktu, yaitu aktivitas yang diselesaikan pada waktu awal yang 
diinginkan dilihat dari sudut koordinasi dari hasil output serta 
memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.  
d. Kehadiran, merupakan bentuk hasil aktifitas pegawai yang didukung 
dengan tingkat kehadiran yang tinggi.  
e. Kemampuan bekerja sama, yaitu kemampuan seorang tenaga kerja untuk 
bekerja bersama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan 
pekerjaan yang telah ditetapkan sehingga mencapai daya guna dan hasil 
guna yang sebesar-besarnya.  
 
C. Tambahan Penghasilan Pegawai 
Pegawai yang bekerja dalam sebuah perusahaan pasti membutuhkan 
kompensasi atau imbalan yang cukup dan adil untuk meningkatkan semangat kerja 
dan produktivitas dari pegawai itu sendiri. Menurut Hasibuan (2017:119) 
Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau 
tidak langsung yang diterima karyawan sebagai immbalan atas jasa yang diberikan 
kepada perusahaan. Pembentukan sistem kompensasi yang efektif merupakan 
bagian penting dari manajemen sumber daya manusia karena membantu menarik 
dan mempertahankan pekerjaan–pekerjaan yang berbakat. Selain itu sistem 
kompensasi perusahaan memiliki dampak terhadap kinerja strategis. 
Menurut Nawawi (2011:316) Kompensasi dalam hal ini dapat dikategorikan 
kedalam dua golongan besar yaitu: 
1. Kompensasi langsung artinya adalah suatu balas jasa yang diberikan 
perusahaan kepada karyawan karena telah memberikan prestasinya demi 





langsung dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. 
Contohnya: upah/gaji, insentif/bonus, tunjangan jabatan.  
2. Kompensasi tidak langsung adalah pemberian kompensasi kepada karyawan 
sebagai tambahan yang didasarkan kepada kebijakan pimpinan dalam rangka 
upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan. Tentu kompensasi ini tidak 
secara langsung berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan 
tersebut. Contoh: tunjangan hari raya, tunjangan pensiun, tunjangan 
kesehatan dan lainnya 
Dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi kerja serta untuk mencapai daya 
guna dan daya hasil guna pegawai negeri sipil, maka Tambahan Penghasilan 
Pegawai (TPP) perlu diberikan agar meningkatkan daya efektivitas dan semangat 
kerja sehingga pelaksanaan pembangunan tercapai dengan baik. TPP harus sesuai 
dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan 
Bupati Ponorogo No.101 Tahun 2018 Tentang pemberian Tambahan Penghasilan 
Pegawai (TPP) Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Ponorogo.   
Tambahan penghasilan berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) adalah 
insentif yang diberikan berupa tambahan penghasilan berdasarkan atas hasil 
pencapaian kinerja selama satu bulan diluar gaji yang diterima dengan sah sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Mangkunegara 
(2011:89) menyatakan pengertian insentif adalah sebagai berikut: “Insentif adalah 
suatu bentuk uang yang diberikan oleh pihak pemimpin organisasi kepada 
karyawan agar mereka bekerja dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam 
mencapai tujuan-tujuan organisasi sebagai pengakuan prestasi kerja dan kontribusi 
karyawan kepada organisasi.” Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan 
tambahan penghasilan berbasis kinerja dengan melihat perilaku kerja dan prestasi 
kerja pegawai lebih kepada pemberian penghargaan dan hukuman dikhususkan 
untuk penilaian kinerja. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 
2007 dan Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang perubahan ke 2 Permendagri No. 
13 tahun 2006, pemerintah daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan 
kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan obyektif dengan 





Penghasilan Pegawai (TPP) diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan 
peraturan daerah sebagai berikut: 
1. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(ASN), menyatakan bahwa:  
a. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta 
menjamin kesejahteraan PNS,  
b. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban 
kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan,  
c. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dilakukan secara 
bertahap,  
d. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran 
pendapatan dan belanja negara,  
e. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran 
pendapatan dan belanja daerah.  
2. Pasal 63 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat 
memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah 
berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan 
keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangan yang berlaku. 
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta perubahannya 
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pada 
Lampiran A. VIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  
4. Peraturan daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
pembentukan dan susunan perangkat daerah   
5. Peraturan Bupati Ponorogo no 101 tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan 
kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Ponorogo.  
Menurut Dessler dalam Paramita Rahayu dkk (2007:136) “Tunjangan 
merupakan pembayaran keuangan dan bukan keuangan tidak langsung yang 
diterima karyawan untuk kelanjutan pekerjaan mereka dengan perusahaan”. Setelah 
mendapatkan tambahan ini, para Pegawai Negeri Sipil dituntut juga untuk memiliki 





Kompensasi/insentif biasanya diberikan untuk menarik pegawai yang cakap 
dan berkualitas dalam organisasi, mendorong pegawai untuk berprestasi, 
mempertahankan pegawai yang produktif dan berkualitas agar tetap setia, 
menjamin keadilan, mengendalikan biaya, mengikuti aturan hukum, meningkatkan 
efisiensi administrasi serta meningkatkan kinerja karyawan (Ginanjar, 2012). Serta 
menurut Hasibuan (2007) kebijakan kompensasi/insentif, baik besarnya, 
susunannya, maupun waktu pembayarannya dapat mendorong gairah kerja dan 
keinginan karyawan untuk mencapai kinerja yang optimal sehingga membantu 
terwujudnya sasaran perusahaan. Insentif adalah penghargaan kepada karyawan 
atas segala jerih payah dalam meningkatkan tugas dalam memberikan pelayanan 
kepada konsumen di luar gaji yang diterima setiap bulan dengan besaran berubah-­‐
ubah sesuai dengan hasil kinerja. Beberapa ahli mengatakan bahwa pemberian gaji 
pokok hanya membuat para karyawan merasa aman, namun tidak mampu 
memberikan motivasi. Upah yang dikaitkan dengan kinerja dikatakan mampu 
memberikan motivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan.  
Insentif dapat diberikan dalam beberapa bentuk, yaitu: 
1. Insentif Finansial (Material) 
Insentif finansial merupakan insentif yang diberikan kepada karyawan atas 
hasil kerja mereka dan biasanya diberikan dalam bentuk: 
a. Uang: bonus, komisi, pembagian laba, kompensasi yang ditangguhkan; 
b. Tunjangan: tunjangan bulanan, asuransi jiwa, tunjangan kesehatan atau 
tunjangan cuti; 
c. Perumahan: rumah dinas atau disediakan uang kontrakan; 
d. Kendaraan; 
e. Fasilitas komunikasi; dan 
f. Fasilitas hiburan: TV, VCD. 
2. Insentif Non-­‐Finansial (Non Material)  
Insentif non-­‐finansial dapat diberikan dalam bentuk: 
a. Pemberian piagam penghargaan; 
b. Promosi jabatan; 
c. Pemberian tanda jasa/medali; 





e. Peluang melanjutkan pendidikan atas biaya pemerintah; 
f. Peluang mengikuti diklat; dan 
g. Peluang mendapatkan kenaikan pangkat istimewa 
Pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan Peraturan Bupati 
Ponorogo nomor 101 tahun 2018 diharapkan dapat meningkatkan produktifitas 
kerja, motivasi, disiplin, dan kesejahteraan pegawai.  Dalam melakukan tugasnya, 
seorang pimpinan selalu membutuhkan bawahannya untuk melaksanakan rencana-
rencananya (Gorda, 2004). Pemberian insentif dimaksudkan untuk menambah 
penghasilan karyawan sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Mempertahankan 
karyawan yang berprestasi agar tetap berada dalam perusahaan. Selain itu, menurut 
Siagian (2003:272) karyawan dapat terdorong bekerja secara produktif karena 
apabila kinerja mereka menguntungkan perusahaan, maka mereka akan 
memperoleh penghasilan tambahan, Secara psikologis timbul rasa sepenanggungan 
dan seperasaan dengan pihak manajemen karena para karyawan diikut sertakan 
secara langsung dalam meningkat keberhasilan perusahaan dalam meraih 
keuntungan.  
 
D. Indikator Tambahan Penghasilan Pegawai  
Indikator Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Peraturan Bupati 
Ponorogo no 101 tahun 2018:  
1. Kehadiran  
Kehadiran pegawai dinilai berdasarkan keterlambatan masuk jam kerja, 
kepulangan yang mendahului jam kerja, tidak masuk kerja dengan atau tanpa 
keterangan, dan cuti.  
2. Pertimbangan Obyektif  
Pertimbangkan obyektif dinilai berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai 
(SKP) dan hukuman disiplin bilamana pegawai yang dijatuhi hukuman 
disiplin melakukan tindakan indispliner.  
3. Tipe Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada pegawai berdasarkan 







Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan berdasarkan tingkatan 
jabatan struktural seorang pegawai yang diberikan oleh pimpinan (Bupati).  
5. Golongan  
Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan berdasarkan tingkat 
kepangkatan pegawai berdasarkan jenjang pendidikan formal terakhir.  
 
E. Kemampuan Kerja 
Manusia merupakan unsur terpenting dalam suatu organisasi karena unsur-
unsur lain yang dimiliki organisasi seperti uang, material, metode kerja, uang, 
mesin dan waktu dapat memberikan manfaat bagi organisasi, jika manusia yang ada 
dalam organisasi tersebut mempunyai daya pembangunan dan bukan perusak bagi 
organisasi. Menurut Hasibuan (2005) kemampuan kerja adalah suatu hasil yang 
dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya 
yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. 
Menurut Thoha (2007) kemampuan kerja merupakan salah satu unsur dalam 
kematangan berkaitan dengan pengetahuan atau keterampilan yang dapat diperoleh 
dari pendidikan, pelatihan dan suatu pengalaman 
Menurut Robbins dan Judge (2008:57), kemampuan (ability) adalah kapasitas 
seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. 
Kemampuan dapat berpotensi yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan 
pekerjaan maupun tugas-tugas sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan yang 
diharapkan menurut Gibson, Ivancevich, Donnelly (1996:104). Jadi, hasil 
pekerjaan dapat ditentukan dengan kemampuan yang dimiliki oleh seorang 
pegawai/karyawan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 
kemampuan adalah suatu kepasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas 
dalam suatu pekerjaan.  
Terdapat dua macam kemampuan kerja Robbins dan Judge (2008:58) yaitu:   
1. Kemampuan intelektual (Intelectual Ability) 
Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk 
melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir menalar dan memecahkan 





kemampuan intelektual adalah kecerdasan angka, pemahaman, verbal, 
kecepatan presepsi, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi spesial 
dan ingat (Robbins and Judge, 2008).   
2. Kemampuan Fisik (Physical Ability)  
Kemampuan fisik adalah kemampuan melakukan tugas-tugas yang 
menuntut stamina, ketrampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa. Missal, 
pekerjaan-pekerjaan yang menuntut stamina, ketangkasan fisik, kekuatan kaki 
atau bakat-bakat serupa yang membutuhkan manajemen untuk mengidentifikasi 
kemampuan fisik karyawan (Robbins and Judge, 2008).  
Berdasarkan pendapat diatas kemampuan terdiri dari dua kelompok utama 
yang paling relevan dengan perilaku dalam bekerja, yaitu kemampuan intelektual 
yang mencakup kepasitas untuk mengerjakan berbagai tugas-tugas kognitif dan 
kemampuan fisik yang mengacu pada kapasitas nuntuk mengerjakan tindakan-
tindakan fisik (Robbins and Judge, 2008).  
Pegawai yang memiliki kemampuan kerja dapat menjalankan suatu tugas 
dengan baik dan sesuai rencana, sehingga mempunyai manfaat sebagai berikut 
(Arini, 2015): 
1. Mendapatkan hasil kerja yang maksimal. 
2. Mengetahui posisi kerja yang bisa dikerjakan dengan baik oleh karyawan. 
3. Pelaksanaan pekerjaan akan berjalan lancar. 
Kemampuan kerja merupakan keahlian pegawai yang dapat ditingkatkan. 
Apabila pegawai mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bakat yang 
dimiliki, serta menggunakanya secara tepat akan berpengaruh pada perkembangan 
perusahaan. Adapun cara untuk meningkatkan kemampuan kerja adalah sebagai 
berikut (Arini, 2015):  
1. Menguasai semua ketrampilan yang diperlukan dalam semua bidang pekerjaan  
2. Fokus dengan apa yng dikerjakan  
3. Jangan takut dengan tantangan dalam pekerjaan 






F. Indikator Kemampuan Kerja 
Kemampuan kerja (ability) merupakan tenaga untuk melakukan suatu 
perbuatan, dimana kemampuan meliputi pengetahuan dan penguasaan pegawai atas 
teknis pelaksanaan tugas yang diberikan (stoner, 2005:11). Kemampuan seorang 
yang dimiliki oleh seseorang dan merupakan bawaan sejak lahir atau merupakan 
hasil Latihan maupun praktek (Robbins, 2006 : 88) dalam penelitian raharjo, 
paramita dan warso (2016) indikator kemampuan kerja diantaranya   
1. Pengetahuan (knowledge) 
Pengetahuan merupakan fondasi yang mana akan membangun 
keterampilan dan kemampuan. Pengetahuan terorganisasi dari informasi, fakta, 
prinsip atau prosedur yang jika diterapkan membuat kinerja yang memadai dari 
pekerjaan. 
2. Pelatihan (training) 
Pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu pegawai dalam 
meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga memiliki 
kinerja yang professional dan sesuai standart.  
3. Pengalaman (experience) 
Tingkat penguasaan pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam 
pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja dan tingkat pengetahuan serta 
keterampilan yang dimiliki. 
4. Keterampilan (skill) 
Kemampuan seseorang dalam menguasai pekerjaan, penguasaaan alat dan 
menggunakan mesin tanpa kesulitan. 
5. Kesanggupan kerja 
Kondisi dimana seorang pegawai merasa mampu menyelesaikan pekerjaan 
yang diberikan.  
Hubungan Antar Variabel  
 Setiap variabel memiliki keterkaitan antar variabel satu dengan lainnya 
yang bersifat timbal balik:  
1.   Hubungan Tambahan Penghasilan Pegawai dan Kemampuan Kerja 
dengan Kinerja Pegawai  





tambahan penghasilan tambahan penghasilan berdasarkan atas hasil 
pencapaian kinerja selama satu bulan diluar gaji yang diterima dengan sah 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Robert 
Hadari Nawawi (1998:373) mengemukakan bahwa sistem instentif berfungsi 
untuk memotivasi pekerja agar terus menerus berusaha memperbaiki dan 
meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan kinerja yang menjadi 
tanggung jawabnya.  
Pegawai yang memiliki kemampuan kerja yang baik dalam organisasi 
pasti memiliki kinerja yang baik dan berkualitas. Menurut Hasibuan (2005), 
kemampuan kerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam 
melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 
kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu.  
Dalam penelitian Lukito, C.M., (2016), menyatakan hasil penelitian bahwa 
tambahan penghasilan pegawai dan kemampuan kerja berpengaruh positif dan 
signifikan secara parsial terhadap kinerja pegawai. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa kinerja pegawai akan meningkat apabila terdapat tambahan 
penghasilan pegawai dan pegawai memiliki kemampuan kerja yang baik 
begitu pula sebaliknya.  
2. Hubungan Tambahan Penghasilan dan Kemampuan Kerja terhadap 
Kinerja Pegawai  
Meriana Majid (2016) dalam jurnal penelitiannya menyatakan bahwa 
tambahan penghasilan pegawai dan kemampuan kerja berpengaruh terhadap 
kinerja pegawai. Dapat diartikan bahwa tambahan penghasilan pegawai 
merupakan bentuk formulasi dari tunjangan atau insentif yang diberikan 
kepada pegawai negeri sipil daerah atas prestasi atau kinerja yang telah 
diberikannya kepada organisasi. Tambahan penghasilan pegawai merupakan 
tunjangan yang dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi pegawai agar 
bekerja secara maksimal. Dengan pemberian tunjangan atau insentif yang 
sesuai dengan kemampuan pegawai, serta menghargai kerja keras pegawai 
maka pegawai akan lebih bersikap profesional dan mengeluarkan seluruh 
kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan. Pemberian TPP ini 





G. Kerangka Pikir & Hipotesis 
          Kerangka Pikir  
 Kerangka pikir merupakan konseptual mengenai bagaimana 
sesuatu teori berhubungan antara berbagai faktor yang telah 
diidentifikasikan penting terhadap masalah penelitian. Berdasarkan 
perumusan hipotesis diatas, maka konsep yang akan dikembangkan dalam 
penelitian ini menggambarkan pengaruh pemberian tambahan penghasilan 
pegawai dan kemampuan kerja terhadap kinerja pegawai. Faktor- faktor 
yang dapat mempengaruhi kinerja menurut Simanjuntak (2005) dalam 
Suparno Eko Widodo (2015:133) adalah kualitas, kemampuan, Pendidikan, 
etos kerja, motivasi kerja, mental, kondisi fisik, keselamatan kerja, gaji, 
insentif, kebijaksanaan pemerintah dan hubungan industrial manajemen.  
 Insentif atau Tambahan Penghasilan Pegawai memiliki hubungan 
erat dengan kinerja karyawan atau pegawai. Insentif biasanya diberikan 
untuk menarik pegawai yang cakap dan berkualitas dalam organisasi, 
mendorong pegawai untuk berprestasi. Menurut Hasibuan (2007) Kebijakan 
kompensasi atau insentif, baik besarnya, susunannya, maupun waktu 
pembayarannya dapat mendorong gairah kerja dan keinginan karyawan atau 
pegawai untuk mencapai kinerja yang optimal sehingga membantu 
terwujudnya capaian organisasi.  
 Kemampuan kerja yang baik akan sangat mempengaruhi kinerja 
yang akan dihasilkan oleh seorang pegawai, maka semakin besar peluang 
yang dimiliki pegawai tersebut dalam menjalankan suatu pekerjaan dengan 
baik dan benar. Menurut Thoha (2007) kemampuan kerja memiliki arti 
sebagai salah satu unsur dalam kematangan yang berkaitan dengan 
pengetahuan datau keterampilan yang dapat diperoleh dari Pendidikan, 
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Gambar 2. 1 Hubungan Tambahan Penghasilan Pegawai dan Kemampuan 
Kerja Terhadap Kinerja Pegawai 
Berdasarkan kerangka pikir di atas, dapat disimpulkan bahwa tambahan 
penghasilan pegawai (X1) dan kemampuan kerja (X2) berpengaruh pada 
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dan kemampuan kerja sama sama mempunyai pengaruh terhadap kinerja 
karyawan/pegawai.  
 
Hipotesis Penelitian  
Berdasarkan landasan teoritis dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut:  
 Berdasarkan hasil penelitian Lukito, C.M., (2016), menyatakan bahwa 
tambahan penghasilan pegawai dan kemampuan kerja berpengaruh positif dan 
signifikan secara parsial terhadap kinerja pegawai. Dari uraian tersebut, maka dapat 
dihipotesiskan sebagai berikut:  
 H1: Tambahan penghasilan pegawai (X1) dan Kemampuan kerja (X2) 
secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja (Y)  
  Berdasarkan hasil penelitian Meriana Madjid (2016), menyatakan hasil 
penelitian bahwa secara simultan tambahan penghasilan pegawai dan kemampuan 
kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Dari uraian 
tersebut, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:  
H2: Tambahan penghasilan pegawai (X1) dan kemampuan kerja (X2) secara 
simultan berpengaruh terhadap kinerja (Y) 
